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Kontroversi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalankan oleh para anggota 
komisi pemberantasan korupsi (KPK) tengah menjadi hal yang disorot oleh 
masyarakat dan media Indonesia belakangan ini. TWK KPK sendiri muncul 
sebagai akibat dari adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang 
menetapkan KPK sebagai bagian dari Lembaga eksekutif kekuasaan. Sebelum 
direvisi, KPK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan mana pun. Beralihnya KPK dari Lembaga independen 
menjadi eksekutif membuat para pegawainya saat ini resmi menyandang status 
sebagai aparatur sipil negara (ASN), seperti yang tercantum pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 69B 
ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan 
penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping 
itu, penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis status 
kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang 
penegakan hukum antikorupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode penelitian Normatif. Data dalam penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder, yang kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis 
secara deskriptif preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa 
status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bernaung di KPK, ada dua 
kemungkinan, yakni Pegawai Tetap dan Pengawai Negeri yang dipekerjakan. 
Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang 
dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk 
status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi 
Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. 
Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status penyelidik dan 
penyidik KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya 
mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan. 
Undang-Undang KPK masih membatasi agar penyelidik dan penyidiknya berhenti 
sementara dari institusi asalnya. Oleh karenanya, Undang-Undang KPK pun 
belum mengatur tentang Pemberhentian Tetap bagi Pegawai KPK yang berasal 
dari Institusi lain. Selanjutnya, berkaitan dengan status kepegawaian ideal bagi 
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penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum 
antikorupsi maka ketentuan penyelidik dan penyidik KPK dalam Undang-Undang 
KPK harus lebih diperluas. Dalam ihwal ini, asal muasal penyelidik serta 
penyidiknya mestinya pula dapat bersumber dari institusi di luar kepolisian dan 
kejaksaan. Dengan demikian, independensinya juga kian mantap. Guna 
mewujudkan semua hal itu, Undang-Undang KPK mutlak dilakukan revisi. 
  
Kata Kunci: Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, 




The controversy over the Test Wawasan Kebangsaan (TWK) carried out by 
members of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is currently being 
highlighted by the Indonesian public and media. The KPK TWK itself emerged as 
a result of the revision of UU No. 30/2002 which established the KPK as part of 
the executive power agency. Before being revised, the KPK was an independent 
institution and was free from the influence of any power. The transfer of the KPK 
from an independent institution to an executive has made its employees currently 
officially hold the status of government employee (ASN/Aparatur Sipil Negara), as 
stated in PP No. 41/2020. Application for Material Examination Ps. 69B 
paragraph (1) and Ps. 69C UU No. 19/2019 concerning the Second Amendment 
to UU No. 30/2002 concerning the KPK (UU No. 19/2019) against the 
Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (UUD 1945). This study aims to 
determine and examine the staffing status of investigators working at the KPK. In 
addition, this study also aims to examine and analyze the ideal employment status 
for investigators and investigators at the KPK who support anti-corruption law 
enforcement. The type of research used in this study is a normative research 
method. The data in this study include primary data and secondary data, which 
are then processed qualitatively and analyzed by descriptive prescriptive. The 
results of this study indicate the fact that the staffing status of investigators who 
are under the auspices of the KPK, there are two possibilities, namely permanent 
employees and government employee who are employed. With the status of a 
permanent employee, if he originally came from a government employee who was 
employed, he lost his status as a government employee. As for the status of a 
government employee who is employed and does not wish to become a Permanent 
Employee of the KPK, he/she does not lose his/her status as a government 
employee. The problem found in this research is that the status of KPK 
investigators in UU No. 30/2002 (KPK Law) only regulates investigators as 
government employee where is employed. The KPK Law still restricts 
investigators from temporarily leaving their original institutions. Therefore, the 
KPK Law does not yet regulate the Permanent Dismissal for KPK Employees who 
come from other institutions. Furthermore, with regard to the ideal employment 
status for investigators at the KPK who support anti-corruption law enforcement, 
the provisions of KPK investigators in the KPK Law must be further expanded. In 
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this case, the origin of the investigators and their investigators should also be 
sourced from institutions other than the police and the prosecutor's office. Thus, 
their independence is also getting stronger. In order to realize all these things, the 
KPK Law must be revised. 
 
Key World: Corruption Eradication Commission Employee Transfer Status, 
Corruption Eradication Commission, National Insight Test. 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemecatan 75 anggota Komisi Pemeberantasan Korupsi yang 
dinyatakan tidak lolos dalam Test Wawasan Kebangsaan menjadi bahasan 
yang hangat karena dikaitkan dengan berbagai isu politik. Pengalihan status 
karyawan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang mengharuskan dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan 
menjadi pemicu dimana berdasarkan rekomendasi Ombudsman, Komnas 
HAM yang mengeluarkan rekomendasi pada Presiden agar mengoreksi hasil 
tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Rekomendasi Ombudsman dinilai 
final dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan. 
Hasil rekomendasi beserta berkas terkait tlh dikirimkan Ombudsman 
ke Presiden dan yang telah diterima oleh Kementerian Sekretaris Negara 
mengoreksi keputusan pejabat pembina kepegawaian KPK yang menyatakan 
dari keseluruhan pegawai KPK yang melakukan tes Wawasan Kebangsaan 
terdapat sekitar 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi aparatur 
sipil negara (ASN) karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).  
Putusan tidak diloloskan pegawai KPK juga diakibatkan oleh adanya 
temuan Maladministrasi dalam proses pengalihan status pegawai KPK 
menjadi Aparatur Sipil Negara, sehingga KPK berketetapan untuk 
melakukan pemberhentian.  Dilain pihak sebelumnya Komnas HAM telah 
lebih dulu mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden menyusul temuan 11 
bentuk pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Dimana dalam 
rekomendasi-nya Komnas HAM meminta Presiden untuk memulihkan status 
pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. 
Komnas HAM berpendapat bahwa putusan MK dan MA tak bisa menjadi 
alasan menunda pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, dimana berdasarkan 
kewenangannya MA dan MK hanya menguji konstitusional dan legalitas 
dari aturan yang menjadi dasar dari alih status pegawai KPK. 
Sementara disisi lain KPK tetap berpegang pada keputusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 31 Agustus 2021, dimana hasil 
putusan MK menolak uji materi UU No 19/2019 tentang KPK. Dan 
keputusan MA tertanggal 9 Sepetember 2021 yang menolak uji materi 
Peraturan KPK No 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK 
menjadi Aparatur Sipil Negara. 
Berdasarkan uraian di atas tampak jelas perbedaan pendapat antara 
rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman di satu sisi dan Temuan KPK 
dalam pelaksanaan TWK di sisi lain. Hal ini memotivasi penulis untuk 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: 
Bagaimanakah Pengalihan Status Pegawai Dilingkungan Komisi 
Pemberantasan Korupsi ?  
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal 
(dogmatik).1 Metode penelitian doktrinal digunakan untuk melawan metode 
penelitian empiris.  Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, 
memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan 
bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga 
kajian hukum normatif. 
Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
doktrinal ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen dan 
buku-buku, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah 
suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang 
dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk 
menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara 
sistematik ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam 
suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengujian terhadap undang-undang 
bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu undang-undang 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara 
hirarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam 
bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.  
Sementara itu, pengkajian terhadap putusan Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan setara 
dengan Undang-Undang tetap penulis lakukan untuk melihat apa saja 
pertimbangan hakim di MA dan MK dalam memberikan putusan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan terhadap masalah yang ada. Undang-Undang yang digunakan 
adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan 
Aparatur Sipil Negara, perundangan yang berkaitan dengan KPK, dan 
perundangan mengenai Hak Asasi Manusia sebagai bahan yang penulis 
gunakan sebagai bahan dari penelitian. Objek Penelitian adalah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XIX/2021. Data yang akan 
dikumpulkan ini dilakukan dengan studi dokumen berupa data sekunder 
 
1 Metode Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atau kajian yang objek kajiannya adalah 
hukum positif. Dengan demikian, penelitian ilmu hukum tidak lagi berupa penghayalan atau 
perenungan dengan sekuat-kuatnya akal, tetapi dengan melihat sekeliling alam nyata dimana 
tersedia bahan-bahan hukum positif yang dapat dipelajari. Dapat dilihat dari: Saefullah 
Wiradipraja, “Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”, Cetakan 
Kedua, CV Keni Media, Bandung, 2016. Hal. 5 
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yang didapat dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  bahan  hukum  tersier yang 
didapat dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu melalui 
studi kepustakaan yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, 
mengetahui serta memahami apa yang menjadi pertimbangan yang diambil 
oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 28/PUU-XIX/2021. Selanjutnya bahan hukum yang berhasil 
dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara 
kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat 
menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Komisi Pemberantasan Korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan nama 
KPK adalah sebuah badan independent yang dibentuk pada era 
pemerintahan President Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu bertekad 
untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Dalam 
pelaksanaan tugas-nya dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) bebas dari kekuasaan manapun, 2 baik Legislatif, Eksekutif, maupun 
Yudikatif. Dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi 
bertanggung Jawab kepada Publik dengan menyampaikan laporan secara 
terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. 3 
Sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang-nya 
Komisi Pemberantas Korupsi memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi, yang mana tugas KPK adalah: 4 
1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi; 
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi; 
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi; 
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 
Melihat dari tugas KPK yang sangat berat tentunya masyarakat 
sangat mengapresiasi kinerja dan capaian yang telah dilakukan. Sejak 
berdiri tahun 2002 banyak kasus yang telah selesai dan menyerat tokoh-
tokoh besar di Negara, dimana apa yang dilakukan oleh KPK ini adalah 
untuk mencapai good governance. Sebagai mana diketahui, good 
governance telah menjadi satu isu yang penting, dengan salah satu 
indikatornya adalah Fighting Corruption. 5 
 
2 Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 
3 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penrbit Bayu Media, 
Malang 2005, Hal.424 
4 Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 
5 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Predanamedia Groip, Jakarta 2005, Hal 197 
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Terpisah dari beban tugas yang dipikul, KPK sebagai satu badan 
independent yang dibiayayi oleh Negara dalam APBN memiliki keunikan 
dimana: 
1. Sejak awal pembentukan status Pegawai KPK juga dirancang agar 
Independent dan tidak tunduk atau terafilisi dengan badan negara yang 
lain, indepedensi KPK juga terlihat dari sistem penggajian yang 
menggunakan single salary system atau menerima gaji saja tanpa ada 
penghasilan lainnya. Tujuannya supaya transparan dan akuntabel. 
Dengan begitu menutup celah-celah korupsi di internal pegawai. 
2. Agar dalam pelaksanaan tugas mengungkap kasus korupsi yang 
melibatkan petinggi negara dan tidak bebas dari berbagai tekanan, maka 
KPK secara mandiri mengatur struktur organisasinya termasuk status 
pegawai KPK bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 
 
2. Aparatur Sipil Negara 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6 
 
3. Tes Wawasan Kebangsaan 
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 
19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PP No. 41/2020 tentang 
Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK No. 
1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, 
telah ditentukan bahwa pegawai KPK akan dialihkan menjadi ASN. 
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, telah ditentukan 
persyaratan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 
Pegawai ASN, antara lain sbb: 
a) Setia dan Taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah; 
b) Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau 
putusan pengadilan; dan, 
c) Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 
Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan 
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara, maka dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. 
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK ini 
berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS. CPNS adalah entry level, 
sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap 
 
6 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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pemahaman akan wawasan kebangsaan. Sedangkan TWK bagi pegawai KPK 
ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, 
Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll) sehingga 
diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan 
dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara. 5. 
Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menjaga independensi, maka 
dalam melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan dalam rangka 
pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dimaksud, digunakan metode 
Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor, 
yaitu: 
a) Multi-metode (penggunaan lebih dari satu alat ukur). Dalam asesmen ini 
dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis 
Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB68), penilaiaan rekam 
jejak (profiling) dan wawancara. 
b) Multi-Asesor, dalam asesmen ini asesor yang dilibatkan tidak hanya 
berasal dari BKN, namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah 
memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN 
dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan seperti Dinas 
Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 
BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD. 
Selain itu, dalam setiap tahapan proses asesmen ini juga dilakukan 
observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN 
akan tetapi juga dari Instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI 
AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN. Hal ini semua dimaksudkan untuk 
menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi 
dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui 
Assessor Meeting. Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu 
orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara 
mutlak sehingga independensinya tetap terjaga. Dalam pelaksanaan asesmen 
juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan 
bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan 
akuntabel. 
Dalam melakukan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan ini yang diukur 
mencakup 3 aspek yaitu integritas, netralitas ASN dan anti radikalisme: 
a) Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku 
yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan 
bernegara. 
b) Netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan 
tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak 
kepada kepentingan siapapun; dan  
c) Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta: 
tidak menganut paham radikalisme negative, setia dan taat kepada Pancasila, 
UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip 







E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
1. Kasus Posisi 
Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara 
menjadi sebuah Polemik Politik dimana banyak-nya penilaian bahwa 
pengalihan status Pegawai KPK dilakukan untuk melemahkan posisi KPK. 
Terlepas dari isu-isu Politik yang ada, penulis akan membahas apa yang 
terjadi dari sisi Hukum saja. Dimana penulis berpegang pada pengertian 
bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung kedaulatan hukum. 
7 
Dalam pelaksanaan TWK yang menjadi perdebatan, yang 
merupakan proses pengalihan status pegawai, BKN dalam hal ini sebagai 
pelaksana dengan gamblang menerangkan bahwa landasan prinsip profesi 
ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU No 
5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3, PP No 41/2020 tentang 
Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Bahwa asesmen Tes 
Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi 
ASN ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: 
a) Persiapan yang dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi No 1 tahun 2021 pada tanggaal 27 Februari 
2021; 
b) Pelaksanaan tes Indek Moderasi Bernegara (IMB-68) dan integritas 
dilaksanakan pada tanggal 9 sd 10 Maret 2021, dan bagi yang 
berhalangan hadir dilakukan tes susulaan pada tanggal 16 Maret 2021 
(Susulan I) dan 8 April 2021 (Susulan II), tes IMB dan Integritas ini 
dikoordir oleh Tim dari DisPsiAD; tes wawancara dilaksanakan pada 18 
Maret sd. 9 April 2021  
Hasil pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan: 8 
a) Dari jumlah peserta yang diusulkan untuk mengikuti asesmen sejumlah 
1.357 peserta yang hadir 1.349 peserta, dan yang tidak hadir 8 peserta. 
Rincian 8 peserta yang tidak hadir sbb: 
1) 3 peserta sedang tugas belajar di luar negeri; 
2) 1 peserta telah pensiun; 
3) 2 peserta mengundurkan diri; 
4) 1 peserta diberhentikan sebagai pegawai KPK; dan 
5) 1 peserta tanpa keterangan. 
b) Dari hasil asesmen Test Wawasan Kebangsaan yang dinyatakan 
Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.274 peserta, dan yang dinyatakan 
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 75 peserta.  
 
Penyerahan hasil, telah diserahkan langsung oleh Kepala BKN 
kepada Sekjen KPK pada tanggal 27 April 2021 di Kantor Kementerian 
 
7 Moh.Kusnadi, “Ilmu Negaara”, Gaya Media Pratama, Jakarta 2015, hlm.93 
8 Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13/RILIS/BKN/V/2021, 8 Mei 2021 
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PAN dan RB yang antara lain disaksikan oleh Menteri PAN dan RB, Ketua 
KPK dan Para Wakil Ketua serta Dewas KPK, Ketua KASN, dan para JPT 
Madya dari KemenpanRB, BKN, LAN dan ANRI. 
Atas hasil TWK, Yudi Purnomo dan kawan-kawan membuat aduan kepada 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM 
RI) terkait permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses 
alih status Pegawai KPK, sehingga berdampak pada 75 orang pegawai yang 
berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pokoknya aduan antara lain: 
a) Pengadu mempermasalahkan penyelenggaraan asesmen TWK yang 
melanggar UU Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020, 
serta pelanggaran terhadap hasil Rapat Pimpinan yang diindikasikan 
bukan sebagai keputusan kolegial.  
b) Pengadu juga melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam 
kasus tersebut, antara lain diskriminasi dalam hubungan kerja 
dikarenakan per 7 Mei 2021, pegawai KPK yang termasuk dalam 75 
orang tersebut harus menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada 
pimpinan (non-job),  
c) Stigma tidak Pancasilais yang melekat kepada 75 orang yang tidak lulus 
TWK adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat, 
kebebasan berorganisasi dan berkumpul dan lainnya.  
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah 
membentuk tim dan melakukan serangkaian proses pemantauan dan 
penyelidikan sebagaimana mandat Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 25 Mei – 15 Agustus 2021. 
Dari hasil kerja Komnas HAM ditemukan ntara lain: 
a) Proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN melalui Asesmen TWK 
diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu 
dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang terstigma atau 
terlabel Taliban. 
b) Penyelenggaraan asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK 
tidak semata-mata melaksanakan perintah dari UU No. 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan 
PP No. 41 Tahun 2020, namun memiliki intensi lain, yaitu penyingkiran 
terhadap pegawai KPK tertentu. Pelaksanaan UU tersebut digunakan 
sebagai momentum untuk meneguhkan keberadaan stigma dan label di 
dalam internal KPK. 
 
2. Pengalihan Status Pegawai Dilingkungan Komisi Pemberantasan 
Korupsi menjadi ASN 
Kontroversi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalankan oleh 
para anggota komisi pemberantasan korupsi (KPK) tengah menjadi hal yang 
disorot oleh masyarakat dan media Indonesia belakangan ini.  TWK KPK 
sendiri muncul sebagai akibat dari adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 yang menetapkan KPK sebagai bagian dari Lembaga eksekutif 
kekuasaan. Sebelum direvisi, KPK merupakan lembaga yang bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Beralihnya KPK 
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dari Lembaga independen menjadi eksekutif membuat para pegawainya saat 
ini resmi menyandang status sebagai aparatur sipil negara (ASN), seperti 
yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020.  
Sementara itu, untuk meraih status ASN tersebut, para pegawai 
diwajibkan untuk mengikuti TWK sebagai bentuk uji wawasan dan 
pengetahuan calon ASN yang meliputi Pancasila, UUD, serta wawasan 
kebangsaan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah mengetahui 
seberapa dalam pengetahuan tentang dasar negara yang dimiliki oleh para 
calon ASN. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam soal 
TWK rupanya cukup ganjal dan kontroversial. Pasalnya, terdapat banyak 
pertanyaan yang dinilai tidak masuk akal dan jauh dari perihal kebangsaan 
sehingga hal tersebut mengundang kontroversi dari masyarakat dan politisi 
lain. Adapun pertanyaan dari soal TWK tampak menyinggung perihal 
keinginan melepas hijab, membahas perihal LGBT, mempertanyakan 
keinginan menjadi istri kedua, membahas kaum Cina, bahkan 
mempertanyakan mana yang harus dipilih antara Alquran dan Pancasila. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini sudah tersebar di media sosial, seperti 
Instagram dan Twitter. Tak sedikit netizen yang mengutarakan 
kekecewaannya terhadap lembaga pemerintah yang dinilai tidak beres dalam 
menguji kualifikasi pegawai KPK bakal calon ASN dengan mengajukan 
pertanyaan problematik tersebut. Berdasarkan data KPK, dari 1.351 pegawai 
yang menjalani TWK, 1.274 pegawai dinyatakan lulus, sementara 75 
pegawai sisanya dinyatakan gagal. Apa yang lebih mencengangkan adalah 
fakta bahwa kebanyakan dari 75 orang tersebut rupanya merupakan orang-
orang yang disegani akan integritasnya dalam menjalani kewajiban mereka 
sebagai anggota KPK. Nama-nama seperti Novel Baswedan, Harun Al 
Rasyid, Giri Suprapdiono, dan lainnya yang dianggap memiliki prestasi 
yang membanggakan selama menuntaskan kasus-kasus besar sangat 
disayangkan menjadi bagian dari pegawai yang tidak lulus TWK KPK.  
Asumsi yang menyatakan bahwa TWK digunakan sebagai ajang 
untuk menyingkirkan para pegawai yang berintegritas semakin beredar dan 
kerap dipercaya oleh sejumlah pihak. Wakil Ketua Majelis Syura Partai 
Keadilan Sejahtera, Mohamad Sohibul Iman, turut angkat bicara terkait hal 
ini. Beliau menganggap bahwa jika integritas bukan bagian dari 
nasionalisme, lalu nasionalisme apa yang hendak dibangun? “Yang kita 
inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini 
kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif. Tidak apa-apa korupsi 
yang penting teriak, ‘saya Pancasila’,” jelasnya, dikutip dari CNN 
Indonesia. TWK seakan-akan dirancang untuk menjadi tolak ukur kualitas 
pegawai KPK. Padahal, untuk apa ada jiwa nasionalisme yang tertanam 
tanpa diimbangi dengan jiwa dedikasi dan tanggung jawab akan kewajiban? 
Jangan sampai nilai kebangsaan yang tertanam pada Pancasila kian menjadi 
taruhan yang kelak merusak masa depan bangsa. Tidak perlu meributkan 
mengapa TWK harus dijalankan, mengapa pertanyaan yang diajukan tidak 
berkualitas, atau siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Alih-alih 
mempermasalahkannya, marilah kita lebih menyadari bahwa nilai Pancasila 
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bukan semata-mata untuk dijawab dalam selembar kertas, tetapi nilai 
tersebut haruslah menjadi acuan tetap sebuah moralitas. 
a. Landasah Hukum 
Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerja sama dengan BKN 
telah sesuai dengan pasal 5 ayat (4) peraturan KPK No. 1 tahun 2021 
tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur 
sipil negara. Pelaksanaan asesmen TWK oleh KPK untuk pengalihan 
ststus pegawai mnjadi ASN merupakan sebuah amanat dari undang-
undang N0. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 
Tahun 2002 tenntang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian PP 
No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN 
serta Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan 
pegawai KPK mnjadi pegawai ASN. Berdasarkan landasan hukum 
tersebut maka syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus 
TWK untuk menjadi ASN, yakni setia dan taat kepada Pancasila , 
Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, tidak 
terlibat kegiatan organisasi yang dilarang, dan memiliki integritas dan 
moralitas yang baik. 
Selanjutnya terdapat 3 aspek yang diukur dalam TWK pegawai 
KPK oleh BKN bersama instansi lainnya yakni aspek integritas, aspek 
netralotas ASN, dan aspek radikalisme. Integritas dimaknai sebagai 
konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai , norma etika 
berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur. Netralitas ASN dimaknai 
sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun 
dan tidak memihak kepentingan siapapun. Sedangkan antiradikalisme 
dimaknai dengan sikap tidak menganut paham radikalisme negative, 
seti adan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan 
yang sah dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalism 
yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas. Selain itu 
instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN dalam pelaksanaan 
TWK pegawai KPK yaitu, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan 
Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas 
Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT). Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui 
proses penyamaan persepsi dengan BKN melalui rangkaian “Rapat 
Internal bersama unit terkait guna mempersiapkan asesmen. 
Selanjutnya instansi pelaksana TWK pegawai KPK bersama  BKN 
terbagi dalam 3 kelompok peran. Pembagian peran lima instansi 
tersebut sebagai berikut: Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan 
Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks 
Moderasi Bernegara dan integritas, BIN dan BNPT berperan dalam 
pelaksanaan Profiling, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen 
TNI Angkatan Darat, dan BNPT berperan dalam pelaksanaaan 
wawancara pegawai KPK. Kemudian BKN bersama BIN, BNPT, 
BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat dan Dinas Psikologi TNI 
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Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai 
KPK. 
b. Rangkaian Tes 
Adapun rangkaian TWK tersebut, yakni tes tertulis indeks 
moderasi bernegara (IMB) dan integritas pada 9-10 maret 2021 dengan 
catatan pelaksanaan susulan pertama pada 16 maret 2021 dan 
pelaksanaan susulan kedua pada 8 april 2021. Kemudian pelaksanaan 
profiling pada 9-17 maret 2021. Pelaksanaan wawancara pada 18 
maret – 9 april 2021 dengan catatan pelaksanaan susulan pertama 30-
31 maret 2021. Pelaksanaan susulan kedua 6 april 2021 dan 
pelaksnaan susulan ketiga 9 april 2021. 
Pelaksanaan susulan dilakukan bagi pegawai yang berhalangan 
hadir seperti bertugas luar kota, selesai isolasi mandiri atau dalam 
kondisi tidak sehat yang diketahui oleh KPK. Hasil TWK dalam 
rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu akan mengeluarkan 
dua kesimpulan tes, yaitu memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi 
syarat (TMS). 
c. Isu Pemecatan 
KPK akan berkoordinasi dengan kemenpan RB dan BKN 
terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak 
memenuhi syarat tersebut. Selama belum ada penjelasan dari 
kemenpan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai 
yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut. KPK menegaskan 
sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan 
terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sampai 
dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan 
terkait ASN. 
Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut penulis 
bahwa TWK berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk 
menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau 
menempati posisi strategis. TWK yang menjadi ukuran baru untuk 
lulus maupun tidak lulus melanggar pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 
mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja dan bahkan UU KPK itu sendiri karena UU KPK maupun PP 
14/2020 terkait pelaksanaan alih status tidak bersyarat adanya TWK. 
TWK baru muncul dalam peraturan komisi no 1 tahun 2021 yang 
bahkan dalam rapatpembahasan bersama tidak dimunculkan. Hal 
tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa pihak internal KPK yang 
begitu ingin memasukkan TWK sebagai suatu kewajiban? Karena pada 
dasarnya TWK tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan 




Kontroversi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalankan 
oleh para anggota komisi pemberantasan korupsi (KPK) menjadi 
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sorotan di masyarakat Indonesia belakangan ini.  TWK KPK muncul 
sebagai akibat dari adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 yang menetapkan KPK sebagai bagian dari Lembaga eksekutif 
kekuasaan. Untuk meraih status ASN, para pegawai diwajibkan untuk 
mengikuti TWK sebagai bentuk uji wawasan dan pengetahuan calon 
ASN yang meliputi Pancasila, UUD, serta wawasan kebangsaan 
lainnya. Pasalnya, terdapat banyak pertanyaan yang dinilai tidak masuk 
akal dan jauh dari perihal kebangsaan sehingga hal tersebut 
mengundang kontroversi dari masyarakat dan politisi lain. Adapun 
pertanyaan dari soal TWK tampak menyinggung perihal keinginan 
melepas hijab, membahas perihal LGBT, mempertanyakan keinginan 
menjadi istri kedua, membahas kaum Cina, bahkan mempertanyakan 
mana yang harus dipilih antara Alquran dan Pancasila. Berdasarkan 
data KPK, dari 1.351 pegawai yang menjalani TWK, 1.274 pegawai 
dinyatakan lulus, sementara 75 pegawai sisanya dinyatakan gagal. 
Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerja sama dengan BKN telah 
sesuai dengan pasal 5 ayat (4) peraturan KPK No. 1 tahun 2021 tentang 




a. Tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk 
langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun 
institusi KPK.  
b. KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan 
berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. 
c. Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara 
(ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan 
korupsi yang lebih sistematis. 
d. Pegawai KPK yang tidak lolos karna ujian tes wawasan kebangsaan 
(TWK) seharusnya hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-
merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang 
dinyatakan tidak lulus tes, karna masih ada peluang untuk 
memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan 
kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan 
pada level individual maupun organisasi. 
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